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EDITORIAL 

 

BUSINESS, GOVERNMENT AND THE PUBLIC 

OPTIMALISASI GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) UNTUK MEWUJUDKAN 

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN (Sustainable Development Goals-

SDG) 

 

 

Paradoks sudah terjadi di berbagai aspek kehidupan saat ini. Bertumbuh bersama dengan mitra yang 

dahulu disebut dengan pesaing, sudah menjadi hal umum, bahkan menjadi kunci sukses 

bertumbuhnya bisnis. Bermitra dengan pemerintah yang dianggap sebagai penguasa, dahulu 

merupakan sebuah absrud, namun sekarang justru menjadi sebuah keharusan untuk terciptanya 

pertumbuhan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, trend dunia saat ini justru menunjukkan bahwa 

kemitraan bisnis dengan publik dan masyarakat justru akan menjadi penentu keberhasilan bisnis itu 

sendiri. Masyarakat semakin tersentuh dengan berbagai cerita di balik produk, terlebih jika 

menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat yang tersingkirkan (marginal).  

 

Bisnis tidak lagi dapat bertumbuh hanya dengan mengandalkan resource yang ada, kompetensi yang 

dimiliki. Dunia bisnis sudah berubah, kemitraan dengan publik justru sangat diperlukan. Kajian 

mengenai situasi sosial masyarakat, kajian mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat, 

menjadi dasar untuk penentuan arah pengembangan bisnis. Dengan demikian, produk atau jasa yang 

dihasilkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang sekaligus menjadi pemakai atau 

pengguna. Masyarakat sekarang ini lebih tertarik dengan pendekatan yang halus, berempati.  

 

Kemitraan Bisnis, Pemerintah, dan publik sangat nyata terlihat, misalnya dalam upaya 

pengembangan UMKM. Publik melalui berbagai asosiasi pemerhati UMKM, bergandengan tangan 

dengan Kementrian Koperasi dan UMKM, bersama-sama melakukan berbagai program pembinaan 

dan membuka pintu jaringan (networking), bahkan sampai ke luar negeri.  Kerjasama Pemerintah 

dalam menangani banjir, bersama dengan akademisi peneliti, perusahaan, dan masyarakat setempat 

bergandengan tangan, sehingga dapat mengatasi masalah dengan lebih tepat guna. 

 

Kajian, penelitian, seminar, konferensi mengenai kemitraan ini memunculkan berbagai model, 

pendekatan, yang sekarang semakin disoroti. Seperti GBPs- Government – Business -Partnership 

atau kemitraan antara pemerintah dan bisnis (KPB); PPPs – Public - Private – Partnership atau 

Kemitraan Publik dan Swasta (KPS), dan  SDGs untuk Sustainable Development Goals.  

 

Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi civitas akademik dalam memperkaya referensi dalam 

GBs, PPPs, dan SDGs. Hasil studi, kajian, dengann berbagai kasus, menunjukkan bagaimana 

kemitraan bisnis-pemerintah dan publik, menjadi sebuah keharusan, untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, baik antara pemerintah dan bisnis (KPB), maupun kemitraan 

sektor publik dan sektor swasta (KPS) dapat saling berbagi berbagai sumber daya, kompetensi, 

peluang; yang jika ini berhasil dengan baik, akan dapat menghasilkan berbagai keputusan inovatif 

yang memberikan manfaat positif pada berbagai stakeholder. Ujungnya, pertumbuhan berkelanjutan 

menjadi buah manis yang dapat dinikmati masyarakat (sustainable Development Goals- SDG). 

 

Aspek kontekstual kemitraan KPB dan KPS ini diantarkan melalui 3 tulisan utama, dimulai oleh 

paparan Eko Prasojo yang mengetengahkan peran administrasi dan kebijakan publik untuk 

pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam era global dan digital. Disambung dengan tulisan 

Kusdi Raharjo yang secara khusus menyoroti rantai pasok integratif sebagai wujud kemitraan bisnis-

pemerintah-publik. Di bagian terakhir dari pengantar ditutup oleh tulisan Ulber Silalahi yang 

menggarisbawahi kemitraan pemerintah-bisnis dan kesesuaian kebijakan primer pemerintah dan 

kebijakan primer bisnis. 

 

 

 

 



 

Secara khusus, pembahasan implementasi GBPs ini dalam berbagai sektor dibahas dalam bab 2, 

mulai dari sektor perhubungan dengan kasus pada pelabuhan internasional Patimban Subang. Di 

sektor pariwisata dikemukakan implementasi kemitaraan dalam pengembangan pariwisata di kota 

Semarang. Selain itu, disoroti pula wujud kemitraan dalam upaya revitalisasi sungai Citarum. 

Kemitraan institusi pendidikan dengan pemerintah ditunjukkan melalui implementasi program 

pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah di Gowa. Sektor bisnis berbasis financial technology yang 

saat ini sedang bertumbuh, menjadi salah satu model bisnis yang dikembangkan untuk Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES); selain itu, kemitraan pemerintah daerah, swasata dan masyarakat juga 

sudah dikembangkan dalam bentuk Program Toko Milik Masyarakat (TOMIRA) di Kabupaten 

Kulon Progo, Jawa Tengah. Program Genre di Yogyakarta secara khusus mengidentifikasi peran 

stakeholders dalam collaborative governance. Di sektor perhutanan, kemitraan administrasi publik 

dan bisnis dipaparkan dalam kasus di Riau, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Model 

kemitraan dikemukakan oleh Wawan Risnawan dan Ahmad Juliarso, dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penentu kebijakan baik di publik, maupun swasta. Di sektor kesehatan, kemitraan 

disoroti untuk kasus penanggulanan HIV/AIDS di Sumedang. Sektor bisnis umkm di Banyuwangi 

dan Jember menjadi kasus dalam pengembangan model akselerasi inovasi, networking, dan promosi. 

Pada bagian terakhir, dilengkapi dengan berbagai hasil riset yang dapat memperkaya kajian baik 

dalam sektor bisnis maupun publik. Berbagai tulisan tersebut memberikan pemahaman mengenai 

peran aplikasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, branding yang tidak hanya perlu dilakukan 

sektor swasta namun juga publik, manajemen proses serta penegakan aturan melalui revitalisasi 

peran negara dalam mendorong terciptanya kolaborasi yang baik antara sektor bisnis, publik dan 

pemerintah. 

Akhir kata, tiada gading yang sempurna, semoga buku ini dapat memberikan nilai tambah referensi 

baik bagi pengambil keputusan di lingkungan publik, maupun bisnis, dan masyarakat umumnya. 

Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti. 

Bandung, 23 November 2018 
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ABSTRAK 
        Tulisan dalam makalah ini merupakan kajian teoretis yang membahas tentang pelayanan 

berkualitas hasil partnership antara sektor publik dan sektor private  pada Era Otonomi Daerah. 

Dalam artikel ini menelaah mengenai pentingnya pelayanan publik dalam perbaikan konten dan 

konteksnya dengan sistem desentralisasi. Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari 

desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat. Dengan adanya partnership sesungguhnya daerah diberikan peluang untuk meraih 

benefits untuk memajukan daerahnya. Dengan otonomi diharapkan akan tercipta partisipasi 

masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan 

masyarakat yang kreatif –inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi 

daerah, kemitraan sangat diperlukan  untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat 

daerahnya dengan penyediaan pelayanan publik (public services). Dalam implementasi public 

services yang dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah(SKPD),Badan,Kantor, BUMD (Badan 

Usaha Milik Daerah) hasil  partnership yang diberikan dituntut untuk berkualitas dan 

memuaskan publik penerima.  

 

Kata kunci: Otonomi Daerah; Partnership; Pelayanan Publik; kualitas. 
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GBPs IN QUALITY PUBLIC SERVICES IN THE ERA 

OF REGIONAL AUTONOMY 

 

Abstract 

This paper is a theoretical study that discusses the quality of partnership services 

between the public sector and the private sector in the Regional Autonomy Era. This article 

examines the importance of public services in improving content and context with a 

decentralized system. The granting of regional autonomy as a manifestation of 

decentralization essentially gives authority to the regions to regulate and manage the 

interests of local communities according to their own initiative based on the aspirations of 

the people (Law Number 22 of 1999). With the existence of a real partnership the area is 

given the opportunity to achieve the benefits to advance its area. With autonomy, it is hoped 

that community participation will grow on the basis of initiatives / initiatives themselves, so 

that it will create a creative, innovative society without any restraints from the central 

government. In the era of regional autonomy, partnerships are needed to provide welfare to 

the regional community by providing public services (public services). In the implementation 

of public services carried out by regional agencies (SKPD), Agencies, Offices, BUMDs 

(Regional Owned Enterprises) the results of the partnership provided are required to be of 

quality and to satisfy the recipient public. 

Keywords: Regional Autonomy; Partnership; Public service; quality. 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah selaku pelaksana (eksekutor) pengelolaan negara dan sebagai organisasi publik 

telah banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan sebagai instrumen 

perundangan dan landasan dalam berinteraksi dengan publik dimana dalam perspektif bernegara 

mempunyai tujuan yang sama yakni kemajuan dan kemakmuran warga negara. Kebijakan publik 

adalah media untuk mencapai tujuan publik, tujuan kolektif warga negara dan dalam pandangan 

sebagian besar penyelenggara negara dan pihak lainnya cenderung meyakini kebijakan publik 

sangat krusial keberadaannya dan terkadang melupakan esensi dasarnya. Masyarakat adalah 

subyek yang akan dilayani oleh sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, pada kondisi dimana 

kebijakan publik belum dalam bentuk terbaiknya dan masih mengandung banyak problematika 



meskipun secara substansi relatif baik dibanding dengan kebijakan sejenis, maka keadaan 

demikian akan berpengaruh terhadap bentuk dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.    

Pelayanan publik dengan kondisi yang masih memprihatinkan merupakan cerminan dari 

kebijakan publik yang belum berkualitas yang menjadi dasar operasionalnya. Kebijakan publik 

menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya sebuah pelayanan publik, namun demikian hal 

tersebut tidak menjadi tolak ukur mutlak. Mungkin saja sebuah kebijakan publik yang relatif 

umum namun dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik disebabkan oleh daya dukung 

aparatur pelaksannya dan tersedia dukungan sumber daya tidak langsung lainnya secara 

memadai. Secara empirik banyak kita temukan produk undang-undang yang sudah sangat lama 

dibuat juga belum disempurnakan dan diberlakukan hingga saat ini namun masih dapat 

dipergunakan sebagai acuan kebijakan publik dengan baik dan efektif pemberlakuannya. 

Kolaborasi  antara pemerintah dengan sektor swasta  dalam pelayanan public atas dasar saling 

membutuhkan. Sector swasta berperan penting dalam memproduksi barang dan jasa yang sangat 

dibutuhkan masyarakat sehingga sudah dianggap sebagai barang public yang sebenarnya menjadi 

tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkannya. Pemerintah sebagai pemegang anggaran 

negara yang cenderung terbatas dapat mewujudkan pelayan public dengan berbagai bentuk 

kemitraan dengan swasta yang dilengkapi dengan teknologi dan sumber daya finansial yang 

memadai. Di era sekarang kecenderungan kerjasama pemerintah-swasta kian menguat seiring 

dengan tantangan pemerintah dan dunia swasta dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang 

baik yang membutuhkan sumber daya yang besar dan beragam. 

Dalam konteks pelaksanaan good governance, sektor swasta jelas memiliki peran yang 

sangat besar dan strategis, karena tanpa adanya keterlibatan pihak swasta, agaknya sulit bagi 

pemerintah bahkan tidak mungkin untuk dapat melaksanakan konsep good governance secara 

optimal. Salah satu peran penting sektor swasta dalam mendukung terwujudnya konsep good 

governance adalah keterlibatan dalam sektor ekonomi, tentu saja dengan tidak mengabaikan 

sektor-sektor lainnya, seperti lingkungan hidup, sektor sosial, budaya dan lain-laain. Namun, 

pendekatan ekonomi ini tampaknya merupakan salah satu pilar penting bagi pemerintah (Negara) 

dalam mendorong pembangunan ekonomi bangsa, baik menyangkut investasi, pemasaran, 

maupun produksi, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pembangunan 

ekonomi secara nasional, Abdal, et_al (2018). 

 

Konsep Pelayanan Berkualitas 

Hadirnya sebuah pelayanan publik yang berkualitas adalah harapan semua pihak, bukan 

hanya dari pihak masyarakat yang menerima layanan, tetapi juga dari pihak pemerintah yang 

memberi layanan. Kepuasan pelayanan adalah proses yang kontinum dan dinamis, yang 

melibatkan berbagai aspek dan memerlukan sejumlah kriteria untuk mengukurnya. Dalam kaitan 

ini pemerintah pusat senantiasa berusaha memberikan sejumlah kriteria yang harus menjadi 

acuan penyelenggara pelayanan agar tercipta standar pelayanan yang baik dan berkualitas yang 

ujungnya bisa memberikan kepuasan pada masyarakat. Diantaranya, berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 1995 tentang Pedoman 



Penganugerahan Piala Abdi Satya Bhakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan, diatur 

mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik dan berkualitas. Sejumlah kriteria tersebut 

antara lain berupa: (a). Kesederhanaan; bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan 

secara mudah, lancar, cepat, tetap, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 

oleh masyarakat yang meminta pelayanan. (b). Kejelasan dan kepastian; mengenai: 1). Prosedur 

atau tata cara pelayanan 2). Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif. 3). Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

pemberian pelayanan. 4). Besarnya rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara 

pembayarannya. 5). Jangka waktu penyelesaian pelayanan. (c). Keamanan; memberi rasa aman, 

kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (d). Keterbukaan; bahwa proses pelayanan 

wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.(e). 

Efisien;bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung 

dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 

persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.(f). Ekonomis; bahwa pengenaan biaya 

dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan; 1). 

nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya terlalu tinggi di luar 

kewajaran.2). kondisi kemampuan masyarakat untuk membayar 3. ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. (g). Keadilan yang merata; bahwa cakupan/jangkauan 

pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan 

secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.(h). Ketepatan waktu; bahwa pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.  

  Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

63/KEP/M.PAN/7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

pemerintah juga berusaha memberikan acuan atau pedoman dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan kewenangannya. Sejumlah kriteria dari 

Keputusan Menpan ini pada dasarnya kurang lebih sama dengan kriteria yang diajukan 

sebelumnya. Begitu juga tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendorong terwujudnya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik 

bagi pemberi maupun penerima pelayanan. Dalam keputusan ini juga dinyatakan bahwa secara 

umum sistem pelayanan perijinan dan non perizinan terdiri dari empat sistem: (a). Pelayanan 

Unit Instansi Teknis Merupakan sistem layanan yang paling konvensional, di mana tidak ada 

keuntungan yang didapat oleh masyarakat bila pemerintah daerah menerapkan sistem ini.(b). 

Pelayanan Satu Atap Merupakan layanan yang menyatukan berbagai unit teknis dalam satu atap 

dan satu gedung. Masing-masing unit teknis memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Tidak ada keterkaitan dan koordinasi antara unit 

teknis satu dengan unit teknis lainnya.(c). Pelayanan Satu Pintu Merupakan sistem pelayanan di 

mana masyarakat hanya dilayani dan hanya berhubungan dengan customer service, tidak 

berhubungan dengan yang memproses perizinan (back office). Pada pelayanan satu pintu 

umumnya proses perijinan dan perizinan transparan dalam hal prosedur, waktu penyelesaian, 

biaya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. d. Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap (one stop 



service; OSS) Merupakan sistem yang paling ideal dengan banyak kelebihan. Melalui satu pintu 

dan satu atap, seperti halnya pada pelayanan satu pintu, proses perijinan dan non perijinan 

melalui sistem ini transparan dalam hal prosedur, waktu penyelesaian, biaya dan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi. Semua kriteria yang diberikan pemerintah sebagai acuan itu tidak terlepas 

dari usulan serupa yang dilakukan para prosedur sederhana dan dapat dipastikan waktu 

penyelesaiannya 

Sementara Salam (2004:110) mengatakan bahwa : Dimensi penerima layanan publik harus 

memiliki pemahaman dan reaktif terhadap penyimpangan atau layanan tak berkualitas yang 

muncul dalam praktik penyelenggaraan layanan publik. Keterlibatan aktif masyarakat baik dalam 

mengawasi dan menyampaikan keluhan terhadap praktik penyelenggaraan layanan publik 

menjadi faktor penting umpan balik bagi perbaikan kualitas layanan publik dan memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. Sejumlah kriteria tersebut bisa digunakan sebagai acuan dan 

sekaligus standar untuk mewujudkan sebuah pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dalam 

bahasa Tjiptono pelayanan berkualitas itu adalah service excellence atau pelayanan prima yaitu 

suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan (Tjiptono, 1998 : 

68). Pada dasarnya semua organisasi penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan minimal yang harus dilakukan. Sementara keberadaan standar pelayanan ini harus 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Keberadaan 

sejumlah standar pelayanan tersebut merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dan harus ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan 

minimal ini menurut LAN (2003:74) antara lain mencakup sejumlah indikator terkait: (a) 

Prosedur pelayanan; dibakukan untuk pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. (b) 

Waktu penyelesaian; ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian 

pelayanan, termasuk pengaduan. (c). Biaya pelayanan; biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. (c) Produk pelayanan; hasil pelayanan yang 

diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (d) Sarana dan prasarana; disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan dan harus memadai. (e) Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus 

ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang dibutuhkan. Aspek lain terkait standar pelayanan yang harus diperhatikan adalah aspek 

etika pelayanan. Aspek ini merupakan panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan 

tugas pelayanan kepada masyarakat. Adapun indikator-indikator etika pelayanan ini bisa diukur 

dengan melihat pola perilaku, seperti sopan santun dan komitmen aparatur penyelenggara 

layanan. 

Kemudian,Goetsch David dalam Zulian Yamit (2002 : 8), kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi dan melebihi harapan. Lebih lanjut, Ibrahim, dalam Hardiyansyah, (2011 : 40), 

menyatakan kualitas pelayanan publik adalah : 

“Kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan  lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya 

pemberian pelayanan publik tersebut”. 



Jadi dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan 

suatu penilaian atau tingkatan baik buruknya proses pelayanan, fasilitas pelayanan, maupun cara 

pemberian pelayanan itu sendiri, dengan menggunakan ukuran penilaian tertentu. 

 

Kondisi Pelayanan Publik Saat ini. 

Tugas pokok aparatur negara sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat tercermin 

dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam era reformsi dan globalisasi dewasa ini, tuntutan 

masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin kuat, untuk itu 

perlu terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang ditandai dengan kondisi pelayanan yang cepat, 

tepat, pasti aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik tercermin dalam segala 

bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan 

lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, sesuai ketentuan 

perundangundangan yang berlaku. Bentuk aktivitas pelayanan dapat bersifat kegiatan 

administrasi, kegiatan berupa penyediaan barang maupun penyediaan jasa. Namun pada 

kenyataannya dalam realitas keseharian kondisi pelayanan publik yang ada di Indonesia masih 

terdapat banyak kelemahan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dan belum sesuai 

dengan keinginan masyarakat, misalnya mengenai prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya 

kepastian waktu dan tarif pelayanan, kurang | transparan, sikap petugas yang kurang responsif 

dan lain sebagainya. Contoh kasus pelayanan pembuatan e-KTP yang memakan waktu sangat 

lama dan praktek pemungutan biaya sangat kontras dengan tujuan yang sebenarnya. 

Harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas di tingkat unit 

layanan khususnya bidang perizinan, bidang administrasi, dan layanan rumh tangga merupakan 

tantangan yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kewenangan 

yang lebih besar yang didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah, maka 

menerbitkan harapan besar bagi terwujudnya programprogram pelayanan publik yang lebih baik, 

responsif dan akuntabel. Salah satu pelayanan publik yang memiliki citra buruk di mata 

masyarakat adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan dianggap salah satu faktor 

penghambat masuknya investasi. Hal ini terlihat dari banyaknya tahap-tahap yang harus dilalui 

sebelum memulai bisnis di Indonesia yaitu sebanyak 12 tahapan, sementara waktu yang 

dibutuhkan untuk memulai bisnis mencapai 151 hari atau yang terlama kedua di Asia. Hasil 

survey Kompas mengenai kualitas pelayanan pada birokrasi perizinan tersebut meneguhkan akan 

kebenaran dari teori Zeithaml, et_al. yaitu dalam konteks praktek-praktek pelayanan kepada 

konsumen (masyarakat) yang diberikan oleh perusahaan (sektor publik/pemerintah) masih 

adanya kesenjangan, yaitu keadaan yang bertolak belakang. Harapan masyarakat (public 

expectation) tentunya berkeinginan proses pentahapan dalam pengajuan perizinan apapun tidak 

banyak yang harus dilalui. Demikian pula pada alokasi waktu yang dibutuhkan untuk segera 

memulai usaha melalui penerbitan izin gangguan dapat direalisasikan sesegera mungkin. Namun 

pada kenyataan realisasi sebenarnya, persepsi atau apa yang dipikirkan oleh pejabat publik 

secara umum masih menganut mind set atau pola pikir sebagai penguasa (pangreh praja) bukan 



sebagai pelayan masyarakat (pamong praja), sehingga para pegawainya bersikap kaku, arogan, 

komitmen servisnya rendah, tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Taufik Effendi dan Agus Dwiyanto (2008:56) bahwa 

birokrasi kita lebih mencerminkan mind set mengontrol masyarakat, bukan melayani masyarakat. 

Tidak diragukan lagi pada era keterbukaan sekarang ini para pejabat publik di sektor pelayanan 

publik dituntut untuk menghadirkan kualitas pelayanan yang prima, yaitu sebagaimana yang 

diharapkan dan diidamkan masyarakat pengguna jasa. Pada umumnya para pejabat publik di 

sektor layanan publik termasuk bidang perizinan telah mengetahui dan menyadari akan tuntutan 

tersebut. Namun secara teoretik diperlukan tindakan nyata, tidak sebatas pemahaman untuk 

menyediakan pelayanan prima tersebut.    

Kesenjangan kualitas pelayanan dimungkinkan terjadi dengan sebab-sebab pengabaian 

pada monitoring persepsi pengguna jasa tentang kualitas pelayanan yang mereka harapkan, 

ketidakmampuan mengidentifikasi penyebab kegagalan pelayanan prima dan yang juga penting 

seharusnya para pejabat pelayanan publik mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan dan itu tidak dilakukan.  

 

Mengapa pemerintah bekerjasama dengan swasta? 

Ketertarikan kerjasama pemerintah-swasta telah muncul secara signifikan di sejumlah 

negara di dunia dengan alsan yang beragam. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

sebenarnya mempunyai sumber-sumber  anggaran yang bisa dimanfaatkan  dalam tugas fungsi 

pelayan public dan pembangunan infrastruktur. Namun keadaan yang ada pemerintah selalu 

deficit dalam anggaran terutama untuk membiayai pelayanan dasar infrastruktur di bidang 

kesehatan, pendidikan, infrastruktur transportasi, komunikasi dan pelayanan publik di bidang 

ketenagakerjaan. Ketidakpuasaan masyarakat atas kualitas dan sebaran layanan pemerintah ini 

telah mendorong pemerintah membentuk kerjasama dengan sector privat (bisnis). Pembangunan 

infrastruktur pada era pemeritahan presiden Joko Widodo yang masif sesungguhnya perwujudan 

dari GBP‟s dalam posisi saling menguntungkan. Jaringan internet yang dapat menjangkau 

seluruh pelosok negeri, layanan satelit yang memungkinkan layanan mesin Automted Teller 

Machine (ATM) seluruh pelosok kecamata dan desa di seluruh Indonesia merupakan contoh 

kemitraan yang lainnya. 

 

Bagaimana pemerintah dan swasta bekerjasama? 

Cara-cara umum yang lazim ditempuh dalam kerjasama pemerintah-swasta antara lain 

melaui apa yang disebut dengan kontrak kerja penyediaan layanan fasilitas manajemen, 

pembiayaan proyek yang bersifat co-ownership atau co-financing.penyusunan pola kerjasama 

build-operate-transper, kerjasama informal dan sukarela antara pemerintah dan swasta, dan 

pembiayaan secara terbatas oleh pemerintah atas layanan jasa yang disediakan swasta.          

 

METODE 

Analisis  tentang GBPs Dalam  Pelayanan Publik Yang Berkulitas Pada Era Otonomi 



Daerah memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks GBPs 

yang melingkupi permasalahan penelitian dan proses yang terjadi dalam pelayanan yang 

berkualitas tersebut. Oleh  karenanya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Maxwell 

(1996:17-19), penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami 

konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta 

memahami proses.  

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami persoalan yang muncul dalam 

konteks GBPs Dalam  Pelayanan Publik Yang Berkulitas Pada Era Otonomi Daerah. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pelayanan publik oleh pemerintah Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan 

pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya 

dengan penyediaan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan. 

 

Pergeseran paradigma dari good government menuju good governance (local governance), 

akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam 

kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Dalam good governance harus ada keseimbangan antara 

publik, privat dan sosial/ masyarakat. Dengan demikian desentralisasi/otonomi tidak hanya 

berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga 

penyerahan wewenang kepada masyarakat (J.B. Kristiadi :1994). Berkiatan dengan 

ini,bagaimana posisi pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang melibatkan 

partisipasi privat dan masyarakat.      

Desentralisasi melahirkan local government. Konsep local government dapat mengandung 

tiga arti : (B. Hoessein,2000). Pertama, penggunaan istilah local government sering kali saling 

dipertukarkan dengan istilah local authority. Namun kedua istilah tersebut mengacu pada council 

(DPRD) dan major (KDH) yang rekruitment pejabatnya atas dasar pemilihan. Kedua, local 

government berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal (mengacu pada 

fungsi). Ketiga, local government berarti daerah otonom. Local government memiliki otonomi 

(lokal), dalam arti self government. Di Indonesia istilah local government berarti pemerintah 

daerah yang memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah 

(KDH) selaku penyelenggara pemerintahan tertinggi. Bersama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) KDH melaksanakan fungsi policy making dan sekaligus melakukan 

fungsi policy execuring dengan menggunakan instrumen perangkat birokrasi lokal (local 

burcaucracy). Dalam hal yang menyangkut pelayanan publik dilaksanakan oleh dinasdinas 

daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pelayanan publik (public service) memiliki 

karakteristik sebagaimana dikemukakan oleh Olive Holtham (Leslie Willcocks dan Jenny 

Harraw : 1992). (1). Generally cannot choose customer (2). Roles limited by legislation (3). 

Politics institutionalizes conflict (4). Complex Accountability (5). Very open to security (6). 

Action must be justified (7). Objectives-Outputs Difficult to State /Measure. Dengan karakteristik 

tersebut, pelayanan publik memerlukan organisasi yang berbeda dengan organisasi yang dapat 

memilih konsumennya secara selektif. Setiap terjadi kenaikan harga atas suatu public services 

harus dibicarakan atau harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislatif (Achmad 

Nurmadi :1999). Terdapat jenis public service seperti penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur 

dan sebagainya tidak sepenuhnya dapat diserahkan berdasarkan mekanisme pasar. Ada 

kelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati public service tertentu (ini berkaitan dengan 

aspek pemerataan), jika ditangani oleh sistem pasar/privat. Gejala ini disebut kegagalan pasar 

(market failure). Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan penyediaan barang-

barang publik (public goods). Public goods dicirikan oleh dua karakteristik yaitu (1) “non-



exludability” dan (2) non-rivalry consumption”. Karakteristik non-excludability barang publik 

diartikan bahwa orang-orang yang membayar agar dapat mengkonsumsi barang itu tidak dapat 

dipisahkan dari orang-orang yang tidak membayar tetapi dapat mengkonsumsinya juga. 

Sedangkan karakteristik non rivalry consumption diartikan bahwa bila seseorang mengkonsumsi 

barang itu, orang lainpun mempunyai kesempatan mengkonsumsinya pula. Oleh karena pihak 

swasta tidak bersedia menghasilkan barang publik (murni), maka pemerintahanlah yang harus 

menyediakannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan (Nurdjaman Arsjad, 

dkk :1992).  

Intervensi pemerintah akan lebih menonjol dilakukan oleh pemerintah daerah yang 

bercirikan pedesaan (rural). Ini disebabkan tuntutan masyarakat di perkotaan lebih mendesak 

daripada di pedesaan. Kenyataan yang tidak dihindari adalah terjadinya pergeseran barang/jasa 

privat berubah menjadi barang/jasa publik (dan sebaliknya), misal pemadam kebakaran. Di 

pedesaan pemadam kebakaran bersifat barang/jasa privat sehingga tidak diperlukan Dinas 

Pemadam Kebakaran, tetapi di Perkotaan berubah menjadi barang /jasa publik. Konsekuensinya 

adalah bila semakin banyak barang/jasa privat yang tidak dapat dihindari berubah sifat menjadi 

barang /jasa publik, maka beban pemrintah akan semakin tinggi. Hal ini sering dikatakan sebagai 

fenomena government growth (Sudarsono H:1997). Pertumbuhan beban pemerintah ini akan 

semakin berkebihan bukan hanya karena berubahnya barang privat menjadi barang publik saja, 

tetapi terurtama juga jika pemerintah tidak secara selektif menentukan batas-batas pekerjaannya. 

Adakalanya barang/jasa yang sebenarnya bercirikan barang/jasa privat masih diproduksi atau 

subsidi oleh pemerintah kecenderungan munculnya beban tambahan pemerintah yang tidak dapat 

dihindari, maka efisiensi, efektifitas dan akuntubulitas penyelenggaraan pemerintahan dengan 

sendirinya semakin menjadi kebutuhan. Itulah sebabnya di banyak negara dikembangkan 

paradigma reinventing government. (Sudarsono H : 1997) Dalam penyediaan public services 

oleh pemerintah, tidak tertutup kemungkinan terjadinya government failure. Dalam hal ini 

intervensi sektor privat dapat dimungkinkan. Beberapa alasan keterlibatan sektor privat/swasta 

dalam pelayanan publik : (Hendropronoto Susilo dan John L Taylor : 1995). (1) meningkatkanya 

penduduk di perkotaan sementara sumber keuangan pemerintah terbatas. (2) pelayanan yang 

diberikan sektor privat/swasta dianggap lebih efisien.( 3). banyak bidang pelayanan (antara lain 

penyehatan lingkungan dan persampahan) tidak ditangani pemerintah sehingga sektor 

privat/swasta dapat memenuhi kebutuhan yang belum tertangani tanpa mengambil alih tanggung 

jawab pemerintah.(4). akan terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat 

kewiraswastaan dalam pembangunan nasional. 

Di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Pemerintahan kabupaten/kota di wilayah  

Bandung Metropoltian Bandung telah melaksanakan kegiatan GBPs ini, selama beberapa dekade 

terakhir ini yakni pelaksaan kemitraan dengan pihak swasta dalam pembangunan pasar 

tradisional dengan model BOT (Build Operation Transfer) atau dengan model Build Transfer 

Operation (BTO),sekalipun secara kualitas pelayanan perlu dioptimalkan, karena komitmen 

Dinas-Dinas di wilayah Metropolitan Bandung di bidang pembangunan pasar tradisional masih 

rendah,(Engkus, 2016). 



Pada era modern sekarang ini program apapun yang berdimensi pelayanan masyarakat  

dituntut untuk berkualitas. Sedangkan Suparman (2017) menyebutkan bahwa pelayanan publik 

sejatinya diharapkan oleh masyarakat pengguna layanan dalam bentuk dan delivery  yang prima 

dalam arti pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan aman ditandai oleh pelayanan yang tidak 

berbelit-belit, pelayanan yang well-informed, responsive,akomodatif,konsisten, dan adanya 

kepastian (waktu,biaya,hukum) dan tidak dijumpai pungutan tidak resmi.itulah diantaranya  

penerapan prinsip pelayanan prima dalam metode dan prosedur yang erat dengan kebijakan 

publik (public policy).     

Turner dan Hulme dalam Engkus, (2013), berpendapat lain, dalam tataran implementasi 

terdapat 5 (lima) hal penting yakni: 1).Devolusi, 2).Incrementalism, 3).Centralization, 4). 

Irrelevance, dan Kontingensi.Dalam kajian administrasi publik bahwa desentralisasi akan 

mendorong keputusan yang lebih baik dan karenanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

berdasarkan argumen: Perencanaan berbasis kebutuhan lokal, koordinasi antar organisasi tingkat 

lokal,memacu inovasi lokal, meningkatkan motivasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia dan 

pengurangan beban kerja pemerintah pusat dalam tataran implementasi. 

 

SIMPULAN 

Perkembangan zaman saat ini memberi dampak terhadap perubahan kebutuhan 

masyarakat. Hal ini menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan. 

Masyarakat semakin kritis, sehingga organisasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik dituntut untuk tanggap dan bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi. Oleh 

karena itu, organisasi yang dibutuhkan pada saat ini adalah organisasi yang bersifat dinamis yang 

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan agar dapat bertahan dan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Selain itu, organisasi pelayanan publik tersebut juga 

harus menjalin perhatian serta kedekatan yang intensif kepada masyarakat selaku pelanggan. 

Dalam mewujudkan  Pelayanan dengan keterbatasan anggaran maka dengan cara pendekatan 

yang adaptif berupa Government and Business Partnershps (GBP‟s)  dimana terdapat shring 

pembiayaan pelayanan publik antara pemerintah-swasta. GBP‟s dapat menjadi jalan keluar dari 

kondisi ketertekanan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan public yang berkualitas. GBP‟s 

dan bentuk kerjasama lainnya dapat menjadi instrument berharga bagi penggalian (leveraging) 

berbagai sumberdaya baik sektor publik (pemerintah) maupun sector privat (bisnis) dan 

meningkatkan kapabilitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai 

tujuan pembangunan daerahnya.    
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